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ABSTRAK 

Pengadaan barang dan jasa merupakan upaya pemenuhan atau penyediaan kebutuhan baik barang 

maupun jasa yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan pada suatu proyek pekerjaan. Prinsip 

dasar pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah adalah efektif, efisien, terbuka, adil 

dan akuntabel. Pada pemilihan pengadaan, terdapat metode e-purchasing yaitu tata cara 

pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik. Metode e-purchasing digunakan 

untuk mendorong sistem tata kelola di lingkukngan pemerintahan menjadi lebih baik dan 

transparan. Begitu juga dengan di Biro TI pada BPK yang kerap kali menggunakan metode e-

purchasing dalam pengadaan barang dan jasanya. Sedangkan SOP adalah instruksi tertulis tentang 

langkah-langkah dalam melakukan suatu pekerjaan secara spesifik, terstruktur dan sistematis. 

Penelitian ini dilatarbelakangi belum adanya SOP mengenai pemilihan penyedia pengadaan 

barang dan jasa menggunakan metode e-purchasing di lingkungan Biro TI di BPK. Penelitian ini 

menghasilkan usulan kebutuhan SOP yang dapat membantu mendukung pelaksanaan tugas unit 

kerja terkait pengadaan melalui metode e-purchasing sehingga proses pengadaan menjadi lebih 

terstruktur dan sistematis. 

 

Kata kunci: e-purchasing, SOP, katalog elektronik 

 

1. Pendahuluan 

BPK memiliki satuan kerja yang 

menangani masalah teknologi Informasi 

yaitu Biro TI (Teknologi Informasi) yang 

berpusat di Jakarta. Biro TI pada instansi 

BPK memiliki 3 bagian unit kerja yaitu 

bidang pengembangan sistem informasi, 

bidang operasional TI dan bidang dukungan 

pemeriksaan dan manajemen kinerja TI. 

Masing-masing bidang tersebut 

bertanggungjawab menangani masalah TI 

secara spesifik. Bagi instansi yang tidak 

memiliki sumber daya yang cukup untuk 

membangun, memelihara dan/atau 

mengoperasikan sistem dan teknologi 

informasi, terdapat  pilihan untuk melibatkan 

pihak eksternal. Pengerjaan pembangunan, 

pemeliharaan dan pengoperasian teknologi 

informasi oleh pihak luar disebut 

outsourcing. Sedangkan outsource adalah 

sistem yang dibuat atau dibeli dari vendor [1]. 

Dalam penggunaan outsource, pihak yang 

berkompeten dan memiliki kemampuan 

khusus dalam bidang TI disebut vendor TI. 

Begitu juga dengan Biro TI yang 

mengoptimalkan jasa vendor dalam 

membangun infrastruktur TI di BPK, baik 

hardware maupun software.  

Dalam menilai sebuah infrastruktur, 

besar/kecilnya investasi bukanlah sebagai 

tolak ukur kesuksesan, tapi seberapa besar 

investasi itu mampu memberikan dukungan 

bagi peningkatan performa dan pendapatan 

yang sesuai dengan apa yang diharapkan 

dalam mendukung rencana bisnis. Pada 

melaksanakan sebuah proyek terdapat 

beberapa hal yang perlu diperhatikan agar 

proyek tersebut berjalan lancar, yaitu 

Kesepakatan antara pengguna, konsultan, dan 

kontraktor dalam hasil akhir yang diinginkan, 

perencanaan yang meliputi seluruh proses 

kegiatan dan tanggung jawab yang jelas, 
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dukungan dari manajemen, dan Komunikasi 

yang efektif antar pihak yang terlibat [2]. 

 

1.1 Manajemen Proyek Teknologi 

Informasi 

Konsep manajemen proyek bermakna 

tata kelola dan teknik manajemen yang perlu 

diterapkan, untuk mencapai keberhasilan 

pelaksanaan sebuah proyek, yakni 

tercapainya target waktu, biaya dan 

anggaran, serta terkendalinya lingkup kerja 

sesuai dengan kesepakatan serta kelaziman 

yang berlaku [3].  

Sedangkan pengertian manajemen 

proyek Teknologi Informasi yaitu suatu 

proyek yang membutuhkan sumberdaya dan 

ataupun produk Teknologi Informasi dalam 

penyelesaiannya. Kesuksesan suatu proyek 

TI ditentukan oleh 3 faktor yaitu keberhasilan 

dalam memenuhi spesifikasi konsumen, tidak 

melebihi budget yang dianggarkan, dan tidak 

melebihi waktu yang telah direncanakan [2]. 

Selain itu, manajemen proyek juga 

didefinisikan sebagai penerapan 

pengetahuan, keahlian, serta berbagai cara 

(metode dan teknik) ke dalam suatu proyek 

untuk mencapai sasaran penyelesaian proyek, 

PMI (Project management Institute) 

membagi proses manajemen proyek 

berdasarkan 5 kelompok proses sebagai 

berikut: 

1. Initiating, yaitu mendefiniskan dan 

menyetujui proyek atau fase-fase 

proyek. 

2. Planning, yaitu mendefinisikan tujuan 

dan merencanakan aktivitas-aktivitas 

yang dibutuhkan guna mencapai tujuan 

dan ruang lingkup dari proyek yang 

dilaksanakan. 

3. Executing, yaitu mengintegrasikan 

sumber daya manusia dan sumber daya 

lainnya untuk melaksanakan rencana 

manajemen proyek yang dilaksanakan. 

4. Monitoring and Controlling, yaitu 

mengawasi secara berkelanjutan 

perkembangan proyek untuk 

mengidentifikasi varian dari rencana 

manajemen proyek sehingga tindakan 

yang tepat dapat dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan dari proyek. 

5. Closing, yaitu meresmikan produk atau 

layanan yang dihasilkan dari proyek [4]. 

 

Adapun panduan mengenai 

pengetahuan dalam suatu manajemen proyek 

dan selalu diperbaharui dalam jangka waktu 

tertentu dikenal dengan PMBOK atau Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK) 

yang dikembangkan oleh Project 

Management Institute (PMI). PMBOK 

mengembangkan aktivitas pada manajemen 

proyek dan dikelompokkan pada 10 

(sepuluh) bidang pengetahuan sebagai 

berikut:  

1. Manajemen Integrasi Proyek 

2. Manajemen Ruang Lingkup Proyek 

3. Manajemen Jadwal Proyek. 

4. Manajemen Biaya Proyek 

5. Manajemen Mutu/kualitas Proyek 

6. Manajemen SDM (Sumber Daya 

Manusia) Proyek 

7. Manajemen Komunikasi Proyek 

8. Manajemen Resiko Proyek 

9. Manajemen Pengadaan Proyek 

10. Manajemen Pemangku 

Kepentingan Proyek . 

Alasan utama penggunaan PMBOK 

ialah karena PMBOK melakukan identifikasi 

secara bagian per bagian yang secara umum 

dikenal sebagai best practice yang lazim 

digunakan dalam suatu manajemen proyek. 

PMBOK menguraikan kesepuluh bidang 

pengetahuan secara mendetail agar setiap 

proyek yang dikerjakan dapat berhasil serta 

memenuhi harapan dan keinginan dari pihak 

- pihak terkait [5]. 

Sedangkan pada penelitian kali ini, 

hanya membatasi pada manajemen 

pembelian atau pengadaan proyek TI 

menggunakan metode e-purchasing  saja 

yang mana setiap proyek tidak terlepas dari 

kebutuhan terhadap barang dan jasa yang 

dibutuhkan guna menyelesaikan suatu proyek 

pekerjaan.  

 

 

 

 

1.2 Standar Operasional Prosedur atau 

SOP  
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Adapun pengertian SOP dijelaskan 

oleh Whitman [6] adalah dokumentasi yang 

tersedia untuk seluruh pegawai dalam 

organisasi, yang membantu mereka untuk 

bertindak dengan jelas dalam situasi yang 

tidak biasa. Sedangkan standar merupakan 

pernyataan detail terhadap yang sesuai 

dengan kebijakan organisasi tersebut. 

Sedangkan definisi prosedur adalah instruksi 

tertulis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 

yang spesifik. Apabila terdapat seorang 

pegawai yang tidak terotorisasi memperoleh 

prosedur organisasi, hal tersebut menunjukan 

bahwa terdapat ancaman terhadap integritas 

informasi.  

Penyusunan SOP sangat bergantung 

pada kebutuhan dan tujuan instansi, sehingga 

sangat mungkin ada perbedaan format SOP 

dari masing-masing instansi. SOP yang 

digunakan dalam lingkungan instansi 

pemerintah, merujuk pada Peraturan Menteri 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintahan [7]. Pedoman ini 

kemudian dijadikan acuan oleh kementrian, 

lembaga dan Pemerintah Daerah. Adapun 

penyusunan SOP meliputi siklus persiapan, 

penilaian kebutuhan, pengembangan SOP, 

Penerapan SOP, serta monitoring dan 

evaluasi SOP. Sedangkan prinsip 

pelaksanaan SOP yang baik yaitu: 

1. SOP harus dilaksanakan secara 

konsisten oleh siapapun, dan dalam 

konsisi apapun oleh seluruh jajaran 

organisasai pemerintahan. 

2. SOP harus dilaksanakan dengan 

komitmen penuh dari seluruh jajaran 

instansi, dari tingkatan yang paling 

rendah sampai tertinggi. 

3. Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap 

penyempurnaan – penyempurnaan guna 

memperoleh prosedur yang benar – 

benar efesien dan efektif. 

4. SOP harus mengikat pelaksana dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

prosedur standar yang telah ditetapkan. 

5. Seluruh prosedur yang telah 

distandarkan harus didokumentasikan 

dengan baik sehingga dapat dijadikan 

acuan atau referensi bagi setiap pihak 

yang memerlukan [3]. 

 

1.3 Pengadaan Barang dan Jasa  

Pengertian pengadaan barang dan jasa 

yaitu merupakan suatu kegiatan pemerintah 

Indonesia yang melibatkan berbagai instansi 

dan institusi negara atau pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah, serta melibatkan 

perusahaan BUMN dan BUMD [8]. Suatu 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di 

Indonesia pada umumnya menggunakan 

sistem konvensional, yaitu dilakukan dengan 

cara lelang. Dalam hal ini peserta lelang 

melakukan tatap muka secara langsung 

dengan panitia lelang. Hal tersebut dirasa 

kurang efisien dari segi biaya dan waktu serta 

berpotensi menimbulkan berbagai praktek 

penyimpangan dalam suatu proses 

pelaksanaan pemerintahan yang baik. 

Adapun tujuan utama dari pengadaan barang 

dan jasa adalah untuk memperoleh barang 

atau jasa yang dibutuhkan instansi 

pemerintah dalam jumlah yang cukup, denga 

kualitas dan harga yang dapat 

dipertanggungjawabkan serta dalam waktu 

dan tempat tertentu secara efektif dan efisien 

[9].  

 

1.4 Sistem E-Purchasing dalam 

pengadaan barang dan jasa 

Pemerintah 

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 

70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 

dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

No. 17 Tahun 2012 tentang E-Purchasing, 

maka dalam suatu proses Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan 

secara elektronik dengan cara E-Tendering 

atau E-Purchasing. Perbedaan antara E-

Tendering atau E-Purchasing adalah pada 

sistem E-Purchasing menggunakan sistem E-

Catalogue. Dimana hasil negoisasi antara 

pihak yang mengusulkan penyediaan 

barang/jasa pemerintah dengan Pemerintah 

Daerah atau dengan LKPP di tayangkan pada 

sistem E-Catalogue agar tidak terjadi 
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ketidaksesuaian berdasarkan kontrak dengan 

proses penyediaan barang dan jasa itu. Selain 

itu dalam Surat Edaran No. 1 Tahun 2013 

Tentang Pengadaan Barang/Jasa dengan 

Sistem E-Purchasing yang dikeluarkan oleh 

Kepala LKPP menyebutkan bahwa aplikasi 

E-Purchasing merupakan aplikasi perangkat 

lunak Sistem Pengadaan (Pembelian) Secara 

Elektronik (SPSE) yang berbasis web, 

terpasang di server LPSE, dapat diakses 

melalui website LPSE, dan disediakan oleh 

LKPP.  

Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan penulis kepada pihak terkait, tidak 

adanya prosedur baku dalam manajemen 

proyek TI khususnya di bidang pengadaan 

dalam pemilihan penyedia barang dan jasa 

menggunakan metode e-purchasing 

mengakibatkan proyek yang sedang 

dikerjakan kerap tidak selesai tepat waktu, 

membengkaknya biaya yang harus 

dikeluarkan dan seringnya terjadi mutasi 

pegawai secara rutin termasuk yang 

mengurusi pengadaan sehingga 

mengakibatkan proyek TI yang dikerjakan 

menjadi tidak sesuai dengan kondisi yang 

diharapkan. Atas permasalahan diatas 

diperlukan pengelolaan pengadaan yang baik 

agar proses pengadaan barang dan jasa 

berjalan seperti yang diinginkan. Hal tersebut 

yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu 

karena belum terdapat SOP mengenai 

pemilihan penyedia barang dan jasa 

menggunakan metode e-purchasing pada 

proyek TI di Biro TI yang dilaksanakan 

bersama pihak ketiga. Saat ini proses 

pemilihan penyedia barang dan jasa 

menggunakan metode e-purchasing oleh 

pihak ketiga hanya berdasarkan best practice 

masing – masing pegawai pelaksana tanpa 

ada petunjuk baku yang tersusun rapi.  

 

2. Metode Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan 

adalah menggunakan penelitian kualitatif, 

yaitu suatu pendekatan yang juga disebut 

pendekatan investigasi karena biasanya 

peneliti mengumpulkan data dengan cara 

bertatap muka langsung dan berinteraksi 

dengan orang-orang di tempat penelitian 

[10]. Penelitian kualitatif juga bisa 

dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang 

temuan-temuannya tidak diperoleh melalui 

prosedur statistik atau bentuk hitungan 

lainnya. Sumber data dari penelitian kualitatif 

adalah observasi lapangan, observasi 

partisipan, serta wawancara terhadap pihak 

yang terkait. Sedangkan metode 

pengumpulan data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah mengggunakan metode 

studi literatur dan metode wawancara. 

Metode studi literatur digunakan penulis 

untuk memahami tentang konsep SOP, 

Manajemen Proyek, dan juga PMBOK pada 

tahap manajemen pengadaan proyek. Studi 

literatur tersebut berfungsi sebagai acuan 

dalam menjawab pertanyaan penelitian serta 

untuk menggali lebih dalam tentang 

manajemen proyek TI di biro TI BPK guna 

merancang sebuah usulan POS yang 

diinginkan. Sedangkan pada wawancara 

digunakan untuk mengumpulkan informasi 

tentang proses yang dilakukan pelanggan 

internal dan eksternal, orang yang 

mengeksekusi proses sesuai levelnya, 

pemilik proses dan manager, juga dengan 

pemasok.  

Langkah teknis penyusunan SOP 

seperti yang telah disebutkan diatas yaitu 

persiapan penyusunan SOP, penilaian 

kebutuhan, pengembangan SOP, Penerapan 

SOP, serta monitoring dan evaluasi SOP. 

Pada tahap persiapan penyusunan SOP, 

peneliti mengidentifikasi kebutuhan, 

mengumpulkan data, melakukan analisa 

prosedur serta sosialisasi terhadap pihak-

pihak yang terlibat. Lalu pada tahap penilaian 

kebutuhan, bagi instansi yang sudah memiliki 

SOP, makan tahapan ini merupakan tahapan 

untuk melihat kembali SOP yang sudah 

dimiliki dan mengidentifikasi perubahan 

yang diperlukan. Sedangkan di Biro TI 

karena belum memiliki SOP, maka proses ini 

murni sebagai proses mengidentifikasi 

kebutuhan SOP. Tahapan selanjutnya adalah 

pengembangan SOP. Tahap ini pada 

dasarnya berupa identifikasi informasi yang 

telah didapatkan dari hasil wawancara, 

analisis dan pemilihan alternatif prosedur 

yang ada, penulisan SOP berdasarkan kaedah 
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dan peraturan yang berlaku, pengujuan dan 

review SOP, serta pengesahan SOP. 

Selanjutnya pada tahap integrasi SOP, SOP 

yang sudah jadi lalu diterapkan bersama serta 

dilakukan proses monitoring dan pengawasan 

guna memastikan bahwa SOP yang telah ada 

dilaksanakan dengan baik. Penelitian ini 

hanya mengusulkan tentang SOP manajemen 

proyek di tahap pengadaan saja, sehingga 

tidak melewati tahap penerapan SOP serta 

Monitoring dan pengawasan SOP. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada penelitian ini, pihak yang 

diwawancarai adalah Kepala Bagian 

Operasional, Kepala Sub Bagian 

Pengembangan Sistem Informasi 

Pemeriksaan, pejabat pengadaan di Biro TI 

dan Biro Umum, serta pegawai – pegawai 

yang kerap melakukan pengadaan barang dan 

jasa di lingkungan instansi BPK. Langkah 

pertama wawancara adalah mengidentifikasi 

orang yang akan memanfaatkan informasi 

yang didapat dari hasil wawancara, langkah 

selanjutnya adalah mendefinisikan 

kebutuhan, termasuk informasi apa yang 

dibutuhkan, tingkat kerincian suatu 

informasi, bagaimana formatnya, dan kapan 

informasi tersebut dibutuhkan. Langkah 

ketiga adalah menyusun pedoman 

wawancara. Pedoman tersebut termasuk 

rancangan perkenalan, urutan wawancara, 

dan memastikan bahwa pertanyaan yang 

diajukan mudah dimengerti oleh orang yang 

diwawancarai, dan memiliki bentuk 

wawancara yang konsisten.  

Dengan menggunakan PMBOK 

sebagai panduannya, didapat hasil penelitian 

yaitu berupa sebuah usulan SOP terkait 

pengadaan barang dan jasa menggunakan 

metode e-purchasing dari tahap penerimaan 

rencana pelaksanaan pengadaan hingga 

proses pengadaan barang dan jasa. SOP ini 

ditujukan untuk pegawai yang merangkap 

sebagai pejabat pengadaan. Proses pemilihan 

penyedia pengadaan barang dan jasa secara 

langsung diuraikan sebagai berikut: 

1. Kepala ULP atau Unit Layanan 

Pengadaan menerima rencana 

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 

atau disingkat RPP yang akan 

dilaksanakan dari PPK atau Pejabat 

Pembuat Komitmen di Biro TI disertai 

Kerangka Acuan Kerja (KAK), 

Spesifikasi Teknis dan gambar serta 

Harga Perkiraan Sendiri (HPS). 

2. Kepala ULP Mendisposisikan RPP dan 

KAK serta HPS kepada sekretaris ULP 

untuk diinventarisasi. 

3. Sekretaris ULP menerima disposisi, 

menginventaris serta meneruksa 

disposisi dari kepala ULP mengenai 

RPP, KAK dan HPS dari PPK Biro TI 

kepada Pejabat Pengadaan atau 

Kelompok Kerja ULP. 

4. Pejabat pengadaan atau Kelompok kerja 

ULP menerima dan memeriksa 

kelengkapan dokumen RPP, HPS, KAK, 

serta rancangan kontrak dari PPK Biro 

TI. Apabila lengkap, maka akan 

dilanjutkan dengan rapat pembahasan 

RPP bersama PPK. Akan tetapi apabila 

tidak lengkap maka pejabat pengadaan 

membuat draft surat permohonan 

kelengkapan RPP dan diserahkan ke 

sekretariat ULP. 

5. Pejabat pengadaan atau pejabat yang 

ditunjuk oleh pimpinan lalu login atau 

masuk ke dalam aplikasi E-Procurement 

untuk melakukan pembelian melalui e-

catalog yang tersedia. 

6. Pejabat pengadaan atau pejabat yang 

ditunjuk oleh pimpinan memilih 

komoditas untuk melihat kategori 

produk yang akan dibeli. 

7. Pejabat pengadaan atau pejabat yang 

ditunjuk oleh pimpinan menambahkan 

barang yang akan dibeli kedalam fitur 

keranjang yang tersedia. 

8. Pejabat pengadaan atau pejabat yang 

ditunjuk oleh pimpinan membuat paket 

barang dan jasa yang akan dibeli. 

9. Berikutnya yaitu melakukan negosiasi 

dengan penyedia barang dan jasa melalui 

fitur “negosiasi” yang tersedia pada 

aplikasi. 

10. Penyedia barang dan jasa dapat 

menyetujui atau menolak hasil negosiasi 

yang dilakukan oleh pejabat pengadaan 

atau pejabat yang ditunjuk. 
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11. Penyedia yang menyetujui hasil 

negosiasi akan mengkonfirmasi 

persetujuan paket pekerjaan. 

12. Pejabat pengadaan atau pejabat yang 

ditunjuk oleh pimpinan menyetujui 

paket dan mengirimkan paket tersebut 

kepada PPK di Biro TI. 

13. Selanjutnya PPK pada biro TI 

menyetujui paket dan melakukan 

perikatan dengan penyedia barang dan 

jasa yang telah ditentukan. 

14. Proses pengadaan barang dan jasa 

menggunakan metode e-purchasing oleh 

pejabat pengadaan atau pejabat yang 

ditunjuk oleh pimpinan telah selesai. 

15. Tahap terakhir adalah proses 

pembayaran yang dilakukan oleh PPK di 

Biro TI.  

Adapun flowchart usulan SOP proses 

pemilihan penyedia barang dan jasa 

menggunakan memetode e-purchasing 

secara langsung dapat dilihat pada gambar 1 

dibawah: 

Gambar 1. Usulan SOP pemilihan penyedia barang dan jasa menggunakan metode e-purchasing 

4. Kesimpulan dan Saran 

1

Kepala ULP menerima rencana pelaksanaan

pengadaan barang/jasa (RPP) yang akan

dilaksanakan dari Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK) satker disertai Kerangka Acuan Kerja

(KAK), Spesifikasi Teknis dan gambar serta

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

2

Kepala ULP mendisposisikan RPP (spesifikasi

teknis dan gambar) dan KAK serta HPS nya

kepada Sekretaris ULP untuk diinventarisasi

3

Sekretaris ULP menerima disposisi,

menginventarisasi serta meneruskan disposisi

dari kepala ULP mengenai RPP,KAK dan HPS

dari PPK satker kepada pejabat pengadaan

atau Pokja ULP.

Pejabat Pengadaan / Pokja ULP menerima dan

memeriksa kelengkapan dokumen RPP, HPS,

KAK, serta rancangan kontrak dari PPK satker, 

a. Jika lengkap maka melakukan rapat

pembahasan RPP bersama PPK 

b Jika tidak lengkap membuat draft surat

permohonan kelengkapan RPP dan diserahkan

kepada sekretariat ULP.

5

Pejabat Pengadaan / Pejabat yang ditunjuk

oleh pimpinan masuk/login ke dalam SPSE-

Aplikasi e-procurement Lainnya untuk

melakukan pembelian melalui e-catalog

6

Pejabat Pengadaan/ Pejabat yang ditunjuk

oleh pimpinan memilih komoditas untuk melihat 

kategori  produk yang akan dibeli

7

Pejabat Pengadaan/ Pejabat yang ditunjuk

oleh pimpinan menambahkan barang yang

akan dibeli kedalam fitur "keranjang"

8

Pejabat Pengadaan/ Pejabat yang ditunjuk

oleh pimpinan membuat paket barang/jasa

yang akan dibeli

9

Pejabat Pengadaan/ Pejabat yang ditunjuk

oleh pimpinan melakukan negosiasi dengan

penyedia barang/jasa melalui fitur "negosiasi"

10

Penyedia barang/jasa menyetujui atau

menolak hasil negosiasi yang dilakukan oleh

pejabat pengadaan/ pejabat yang ditunjuk
Tidak

              Ya

11
Penyedia yang menyetujui hasil negosiasi akan

mengkonfirmasi persetujuan paket

12

Pejabat Pengadaan/Pejabat yang ditunjuk

oleh pimpinan menyetujui paket dan

mengirimkan paket tersebut kepada Pejabat

Pembuat Komitmen

13

Pejabat Pembuat Komitmen menyetujui paket

dan melakukan perikatan dengan penyedia

barang/jasa

14

Proses pengadaan barang/jasa metode e-

purchasing oleh pejabat pengadaan/pejabat

yang ditunjuk oleh pimpinan telah selesai,

selanjutnya proses  pembayaran dilakukan oleh 

pejabat pembuat komitmen.

SEKRETARIS ULP

4

PEJABAT 

PENGADAAN 

/PEJABAT YANG 

DITUNJUK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PEMILIHAN PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA

 METODE E-PURCHASING 

NO KEGIATAN
JANGKA 

WAKTU

PENYEDIA B/J DALAM 

E-CATALOG
PPK KEPALA ULP

Mulai

RPP,KAK,HPS
,	Rancangan	
Kontrak

RPP,KAK,HPS,	
Rancangan	

Proses	
persiapan		
pelaksaan	
pemilihan

Memeriksa	
kelengkapan	
dokumen

Login	ke	SPSE-
Aplikasi	e-

procurement	
lainnya

Pilih	
Komoditas

Beli	Produk	/	
memasukan	

produk	kedalam	
keranjang

Membuat	paket	
yang	akan	dibeli

Negosiasi	
Harga

Konfirmasi	
Persetujuan	

Paket

Konfirmasi	
Persetujuan	

Paket

Konfirmasi	
Persetujuan	
Paket	dan	
membuat	
surat	

perjanjian	
/kontrak

Selesai

Negosiasi
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SOP merupakan rangkaian kegiatan 

yang dibakukan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan pelayanan baik internal maupun 

eksternal. SOP juga merupakan aturan main 

yang jelas dan transparan serta hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan. Hasil dari 

penelitian ini adalah sebuah usulan SOP 

terkait pemilihan pengadaan barang dan jasa 

menggunakan metode e-purchasing. Usulan 

SOP ini diharapkan akan dapat bermanfaat 

bagi setiap pegawai dalam menyelesaikan 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya 

secara sistematis dan berurutan, sehingga 

dapat mengurangi kemungkinan terjadinya 

kesalahan prosedur dalam pelaksanaan 

pekerjaan sejak dini. Adapun tujuannya 

adalah dapat tercipta tertib administrasi di 

lingkungan Biro TI BPK.  

Adapun saran kedepannya yaitu dapat 

dilakukan penelitian serupa di unit kerja 

lainnya di BPK bahkan juga di instansi 

pemerintahan lainnya yang tentunya 

memiliki permasalahan yang relatif sama. 
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